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ABSTRAK
Nama : ISMI RAHMAYANI
NIM : 10500113117
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Hak Atas
Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Perluasan
TPA Tamangapa)
Skripsi ini membahas masalah Ganti kerugian Terhadap Pembebasan Hak
Atas Tanah untuk kepentingan Umum di Kota Makassar (Studi Kasus Pembebasan
Tanah Untuk Perluasan TPA Tamangapa). Hal ini dilatarbelakangi maraknya
Pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada atau NJOP.
Tujuan penulis ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana landasan Hukum
Pembebasan Hak Atas tanah untuk kepentingan umum, 2). Untuk mengetahui
bagaimana mekasnime proses ganti kerugian demi kepentingan umum di TPA
Tamangapa.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan
metedelogi yaitu : 1) Wawancara dengan instansi yang terlibat yang menangani
Perencanaan,Pemanfaatan Tanah dan ganti kerugian yang diuraikan dalam latar
Belakang. 2) Analisis data yaitu penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang
mana penulis menggunakan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landasan hukum yang digunakan
dalam pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum yakni Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 1973, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975,
Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Undang-undang Nomor 2 Tahun
2012. Kemudian mengenai mekanisme ganti kerugian yang diberikan pemegang hak
atas tanah telah sesuai dengan NJOP walaupun ada pemegang hak atas yang tidak
mau melepaskan tanahnya karena menganggap ganti kerugian yang ditawarkan tidak
sesuai.
Masyarakat TPA Tamangapa mendukung rencana revitalisasi bahkan
merespon positif tempat pembuangan sampah. Oleh karena itu instansi yang terlibat
didalamnya perlu adanya suatu persiapan yang lebih matang dalam memahami
Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, baik berupa pelatihan dan orientai
agar panitia dapat memahami tugas, tanggungjawab dan perannya, sehingga tahapan




Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal
dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat manusia tinggal, tempat hidupnya.
Secara sifat, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal,
dan akan ke mana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi,
sosial, kultural, dan politik.1 Bangsa Indonesia mempunyai tanah menjadi kekayaan
nasional yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya,
tanah harus dikelola secara baik dan cermat.
Hubungan erat antara tanah dengan Bangsa Indonesia melahirkan hak bangsa
Indonesia terhadap tanahnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD NRI 1945.
Dalam UUD NRI 1945 menegaskan adanya hak Bangsa Indonesia atas tanah di
Wilayah Negara Republik Indonesia. UUD NRI 1945 juga memberikan dasar bagi
lahirnya kewenangan negara dalam bentuk hak menguasai negara. Hak menguasai
negara tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan adanya
1Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,(Jakarta:Margaretha Pustaka,
2011), h.1.
2hak menguasai negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang yang terkandung
di dalamnya yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2
Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan
sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan
kesejahteraan hidup manusia itu sendiri. Dengan memiliki cipta, rasa, dan karsa,
manusia telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan
kemakmuran baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang.
Dalam arti bahwa pemanfaatan sumber daya alam bagi kebutuhan generasi
sekarang juga mempertimbangkan dan memperhatikan generasi mendatang dalam
memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan
berkelanjutan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk
kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya
sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi
kelangsungan hidup umat manusia.
Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah
bersifat abadi. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang
maupun untuk masa yang akan datang.
Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling
dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena
itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum.
2Umar Said Sugiharto,dkk, HUKUM PENGADAAN TANAH:Pengadaan Hak Atas Tanah
untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, (Malang:Setara Press,2015), h.7.
3Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak
berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.
Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada
perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya,
yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu
dikuasainya.3 Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di
samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak
atas tanah tidak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin dan menghormati
atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh
undang-undang.
Hal ini berarti nilai ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang
melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu
juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu.
Namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan baik dengan pencabutan hak
maupun dengan pengadaan tanah.
Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di
dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan
pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa
tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara yang
dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah
di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut
UUPA.
3Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pengadaan Tanah, (Jakarta:Sinar Grafika, 1993), h.82.
4Masalah Pembebasan hak tanah sangat rawan dalam penangannya, karena di
dalamnya menyangkut hayat orang banyak. Dilihat dari kebutuhan pemerintah akan
tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang
tersedia sangatlah terbatas,4 oleh karena itu salah satu cara yang dapat ditempuh
adalah dengan pembebasan hak atas tanah.
Proses pembebasan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah
ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan
dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi.
Sehingga apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya
ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.
Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sekarang ini dituangkan
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut Keputusan
Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Hal ini dikarenakan, Keppres No.55/1993 sudah
tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan
untuk kepentingan umum.
Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan agar pembangunan nasional
khususnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah dapat
dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya. Prinsip-
prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum haruslah tetap dijadikan landasan sesuai
dengan prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
4Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip  Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, cet. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h.45-46.
5Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum telah didasari oleh Pasal 18
Undang-Undang No.5 Tahun 1950 :“Untuk kepentingan umum, termasuk
kepentingan negara dan bangsa serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas
tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti rugi yang layak dan menurut cara
yang diatur dengan Undang-Undang.”5
Namun demikian berdasarkan kenyataan yang terjadi selama ini dalam
praktek pembebasan tanah bagi kepentingan umum hak dan kepentingan masyarakat
pemilik tanah kurang mendapat perlindungan hukum dan belum ada pengertian serta
sikap yang sama diantara pelaksanan termasuk badan pengadilan dalam
melaksanakan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan tersebut, sehingga timbul
kesan seakan-akan hukum tidak atau kurang memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan
umum.
Pelaksanaan pembebasan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan
peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan
terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dengan demikian pembebasan tanah untuk
kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan ditempuh dengan
jalan musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah.
Hal ini terjadi pula dalam pembebasan tanah terhadap perluasan TPA
Tamangapa yang dilaksanakan mulai tahun 2016 yang hingga saat ini belum selesai
karena ada beberapa masyarakat yang masih terganjal masalah pemberian ganti
5Kartini Muljadi,dkk, Seri Hukum Harta Kekayaan,Hak-Hak Atas Tanah. (Jakarta:
Prenadamedia Group,2014), h. 284.
6kerugian atas tanahnya. Tanah yang telah dibebaskan untuk adalah perluasan TPA
Tamangapan 5 ± Hektar.
Terkait dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 musyawarah
dalam menentukan ganti kerugian dilakukan selama 120 Hari. Tetapi dalam praktek
pelaksanaan musyawarah pembebasan perluasan Tempat Pembuangan Sampah (TPA)
Tamangapa dilakukan selama 220 Hari. Hal ini sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Penentuan harga besarnya pemberian ganti kerugian telah dilakukan oleh Tim
yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 593/571
Tahun 2016 dengan warga masyarakat pemilik tanah yang terkena perluasan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa pertemuan yang telah diadakan. Namun
demikian sampai dengan saat ini proses pemberian ganti kerugiannya belum selesai,
karena tidak semua pemilik tanah menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh
Pemerintah Kota Makassar.
Jauh sebelum lahirnya tentang ketentuan ganti kerugian sebagai jalan
menyelesaikan konflik antara pemelik dan pengelolaan tanah, islam telah mengatur
sedemikian rupa untuk dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam islam sudah diatur mengenai ganti rugi dengan tidak melupakan
prinsip bahwa apabila sesorang apabila sesorang melakukan transaksi jual beli atau
tawar menawar harus ada keleraan diantara kedua belah pihak. Seperti dalam konsep
hak milik itu sendiri bahwa sesorang tidak boleh memiliki hak orang lain tanpa
adanya kerelaan atau izin dari pemiliknya.
7Ganti rugi dalam islam adalah harga rugi yang diberikan itu harus setidaknya
setara dengan harga yang dijual. Dan islam sesorang tidak boleh memaksa atau
menganiaya seperti dalam hadist berikut :
 َﻋﻦ َﺳﻌ ِﺪﯿ ِﻦﺑزﯾ ِﺪ َر ِﺿ َﻲ ُﷲ َﻋ ْﻨ ُﮫ ﱠَنا َر ُﻮﺳل ُﷲ َﺻﻞ ُﷲ َﻋ َﻠ ْﯿ ِﮫ َو َﺳ َﻢﻠ َﻗ َلﺎ َﻣ : ِﻦﻗا َﺘ َﻊﻄ
ﺎًﻤﻠُﺿ ِضرْﻻأ َﻦِﻣ اًﺮﺒِﺷ َط َﻗ َﻮ ُﷲ ُﮫ ِا َﯾ ُه َﺎﯾ ْﻮﻣ ﺎﯿﻘﻟ ا م ِﺔ ْﻦِﻣ َﺳ ِﻊﺒ ََرا ِﺿا ْﯿ َﻦ
يرﺎﺨﺑ هاور)( ﻢﻠﺴﻣ و
Terjemahannya :
“Said Bin Zaid ra. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barangsiapa yang
merampas sejenggal tanah dibumi ini dengan cara aniaya, Allah akan mengalungkan
tanah yang dirampasnya itu ke lehernya di hari kiamat, dan ketujuh petala bumi”
(H.R.Bukhari dan Muslim)
Dan siapa saja melakukan aniaya itu dianggap telah melakukan perbuatan
ghasab. Dan kewajiban yang harus dipenuhi seorang penghasab adalah :
a. mengembalikan barang yang diambilnya dengan segera.
b. mengganti kerusakan dengan harga yang paling mahal sejak menghasabnya
dan harga dari rusaknya (yang termahal diantaranya) atau menggantinya
dengan barang seimbang/sepadan.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yakni bagaimana efektifitas
pemberian ganti kerugian yang layak serta prosedur Pembebasan hak tanah terhadap
masyarakat yang terkena perluasan TPA Tamangapa berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Adapun yang menjadi deskripsi fokus dalam
“Hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari,
dan sebagainya)”.
8Definisi tinjauan menurut Achmad elqorni adalah sebagai berikut:
“Peninjauan kembali (review) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak
selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi”.
1. Pengertian Hukum
Hukum adalah peraturan yang berupa normadan sanksi yang dibuat dengan
tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah
terjadinya kekacauan.
Menurut R. Soeroso, Pengertian Hukum adalah himpunan peraturan yang
dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan
menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.
2. Pengertian Ganti Rugi
Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah, ganti kerugian
adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah.
3. Pengertian Pembebasan Tanah
Pembebasan Tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula
terdapat pada pemegang hak (penguasa tanah) dengan cara memberi ganti rugi.6
4. Pengertian Kepentingan Umum
Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang
harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
6Bernhard Limbong. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, h.173.
9C. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas maka penyusun
merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana Penerapan Dasar hukum yang Mengatur Pembebasan Hak Atas Tanah
untuk Kepentingan Umum?
2. Bagaimana Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Pembebasan Tanah di TPA
Tamangapa?
D. Kajian Pustaka
Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian
yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa
penelitian yang memiliki pambahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Buku yang berjudul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Buku ini
menjalaskan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan
umum  di Indonesia selalu diwarnai konflik. Konflik atau sengketa yang
terjadi umunya antara pemerintah yang memerlakukan tanah dengan
pemegang hak atas tanah, baik itu tanah perorangan, tanah adat, maupun
tanah perusahaan swasta dan atau tanah instansi pemerintah. Pemerintah
yang membutuhkan tanah berlindung di balik ’hak menguasai negara’
(HMN) dan ‘demi kepentingan umum’ dengan berbagai implikasinya dalam
tataran implementasi. Di pihak lain, pemegang hak atas tanah menuntut
transparansi dan kesetaraan dalam kegiatan sosialisasi dan negosiasi serta
keadilan dalam penetapan bentuk maupun dasar perhitungan ganti rugi yang
layak.
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2. Buku yang berjudul PANDUAN LENGKAP HUKUM  PRAKTIS:
Kepemilikan Tanah. Buku ini membahas tentang kepemilikan Hak atas
tanah, terjadinya hak atas tanah selain melalui jual-beli, tukar-menukar,
hibah, wasiat, ataupun pewarisan, hak atas tanah dapat juga melalui
pengadaan dan penyedian tanah melalui pengadaan dan penyedian tanah
dilakukan pembebasan dan pelepasan Hak atas Tanah, dimana dari situ
diperoleh hak atas tanah.
3. Buku yang berjudul Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Buku ini membahas bahwa
ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk
kepentingan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang
berlaku sekarang sebagaimana ditegasakan dalam Pepre No.36 Tahun 2005,
perlu dirumuskan kembali agar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang
berkembang.
4. Buku yang berjudul HUKUM PENGADAAN TANAH: Pengadaan Hak
Atas Tanah untuk Kepentingan Umum ini, didalamnya membahas tentang
hak menguasai negara atas tanah, konsep pengadaan tanah untuk infrastuktur
jalan tol, serta pendaftaraan tanah.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai
berikut:
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1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum Pembebasan Hak Atas tanah
untuk kepentingan umum
2. Untuk mengetahui bagaimana mekasnime proses ganti kerugian demi
kepentingan umum di TPA Tamangapa.
Kegunaan Penelitian
Apabila tujuan penulis ini tercapai, diharapkan hasil penulisan ini akan
membawa manfaat dan kontribusi :
a. Manfaat teoritis
1. Bagi pembaca, memberi wawasan atau pengetahuan dari penulis mengenai
hal-hal yang terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan
umum terkhusus Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyarakat
yang masih kurang paham pada proses ganti rugi yang terkena perluasan TPA
Tamangapa.
2. Bagi Pemda atau Instansi terkait, memberikan informasi bagi rencana
pengadaan tanah untuk pembangunan umum. Selain untuk memberikan
gambaran tentang apa yang diinginkan masyarakat dari proses pengadaan
tanah tersebut, agar nantinya tidak terjadi salah pengertian dan menimbulkan
hal-hal yang tidak diinginkan.
b. Manfaat Praktis
1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam
pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum di kota Makassar.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian sengketa yang




A. Pengertian Pengadaan Hak atas Tanah
Tanah dan pembangunan adalah dua unsur yang satu dengan yang lainnya
berkaitan, dengan perkataan lain, tidak pembangunan tanpa tanah.1Secara isitilah
yang dimaksud dengan Pengadaan tanah adalah mengadakan atau menyediakan tanah
oleh pihak tertentu baik dari pemerintah ataupun pihak swasta.
Menurut Pasal 1 Angka 1 Keppres 55 Tahun 1993 yang dimaksud dengan
pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak atas tanah tersebut. Jadi dapat
disimpulkan bahwa pengadaan tanah adalah dilakukan dengan cara memberikan ganti
kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut, tidak dengan cara lain selain
pemberian ganti kerugian.
Menurut Pepres Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan pembaharuan dari
Pepres Nomor 36 Tahun 2005 pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk
mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang melepaskan
atau menyerhakan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan
dengan atau dengan pembebasan hak atas tanah.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan peraturan
pelaksana Pepres No,71 Tahun 2012 pengertian pengadaan tanah adalah kegaiatan
1B.F.Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia
(Jakarta:Toko Gunug Agung,2014),h.46.
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menyediakan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak
yang berhak.
Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengadaan
tanah dilakukan dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas
tanah yang layak dan adil kepada para pihak yang berhak atau juga dengan
mekanisme pencabutan hak atas tanah.
Secara umum dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan
tanh untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari kepentingan umum, sedangkan
yang kedua pengadaan tanah untuk kepetningan swasta yang meliputi kepentingan
komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.
1. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Definisi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara jelas dan
baku diketahui setelah dikeluarkannya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sebelumnya
tidak ada definisi secara jelas dan baku mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan
umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Keppres No.55 Tahun 1993 yang
dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan seluruh masyarakat,
selanjutnya dalam pasal 5 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa
Pembangunan untuk Kepentingan Umum dibatasi untuk kegiatan pembangunan yang
dilakukan Pemerintah dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah. Dengan demikian
pembangunan untuk kepentingan umum tidak ditujukan untuk mencari untung. Hal
tersebut selaras dengan pendapat maria SW Soemardjono yaitu kepentingan umum
mengandung tiga unsur esensial yaitu  dilakukan oleh Pemerintah, dimiliki oleh
Pemerintah dan non profit.
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Menurut Adrian Sutedi ada tiga prinsip yang dapat dikatakan bahwa suatu
kegiatan benar- benar untuk kepentingan umum, yaitu:2
a. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah. mengandung batasan
bahwa kegiatan kepentingan umum tidak dimiliki oleh perorangan atau swasta.
Dengan kata lain, swasta dan perorangan tidak dapat memiliki jenis-jenis kegiatan
kepentingan umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun
negara.
b. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah. Memberikan batasan
bahwa proses pelaksanaan dan pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan
umum hanya dapat diperankan oleh pemerintah.
c. Tidak mencari keuntungan. Membatasi fungsi suatu kegiatan untuk kepentingan
umum sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan swasta yang bertujuan
mencari keuntungan sehingga terkualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan
umum sama sekali tidak boleh mencari keuntungan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepentingan umum
adalah kepentingan yang diperlukan oleh masyarakat umum dan harus dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat luas secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemilik lahan memang
seharusnya harus merelakan tanahnya dijadikan untuk kepentingan umum tetera di
Pasal 6 yang menyatakan bahwa “semua hak tas tanah mempunyai fungsi sosial” dari
pasal tersebut jelas bahwa pemilik lahan juga harus sadar bahwa tanah yang
dimilikinya mempunyai fungsi sosial yang diperuntukan untuk orang banyak.
2Adrian Sutedi,Implementasi,Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan (Cet.I: Jakarta: Sinar Grafika,1988) h.40.
15
Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Pembangunan untuk kepentingan umum
yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah daerah meliputi:
a. Pertahanan dan keamanan nasional;
b. Jalan umum, jalan tol, terowangan, jalur kereta api, stasiun kereta  api, dan
fasilitas operasi kereta api;
c. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran minum, saluran pembuangan air dan
sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. Infrastuktur minyak gas, dan panas bumi;
f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. Tempat pembuangan dan pengelohan sampah;
i. Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. Fasilitas keselamatan umum;
k. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. Cagar alam dan cagar budaya;
n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa
o. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. Prasarana olahraga  Pemerintah/Pemerintah Daerah;
r. Pasar umum dan lapangan parkir umum.
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2. Pengadaan Untuk Kepentingan Swasta
Pengadaan tanah untuk kepentingan swasta sebenarnya terbagi 2 (dua) macam
yakni pengadaan tanah untuk kepentingan swasta murni dan kepentingan swasta yang
terdapat didalamnya. Kepentingan swasta murni adalah adalah kepentingan yang
diperuntukan memperoleh keuntungan semata, sehingga peruntukan dan
kemanfaatanya hanya dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja
bukan masyarakat luas, sebagai contoh untuk perumahan, industri, pariwisata dan
peruntukan lainnya yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan pihak tertentu.
Jadi, tidak semua orang dapat memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut,
melainkan hanya orang-orang yang berkepentingan saja.
Sedangkan kepentingan swasta yang terdapat kepentingan umum adalah
kepentingan yang diperuntukkan untuk memperoleh keuntungan pihak-pihak tertentu
didalamnya serta terdapat pula kepentingan yang diperuntukkan untuk orang banyak,
seperti contoh pembangunan jalan tol, atau jalan bebas hambatan, pembangunan
bebas bandar udara, pembangunan pelabuhan dan sebagainya.
Didasarkan dari pengertian di atas maka Pengadaan Tanah untuk kepentingan
swasta berbeda dengan pengadan tanah untuk kepentingan umum, baik secara
peruntukkan mauapun kemanfaatan maupun tata cara perolehan tanahnya.
Dalam hal pengadan tanah untuk kepentingan swasta murni dalam
Pemendagri Nomor 15 tahun 1975 terdapat 2 (dua) cara pembebasan tanah untuk
kepentingan swasta yaitu secara langsung dan melalui Panitia Pembebasan Tanah.
Namun sejak berlakunya Keppres Nomor 55 Tahun 1993, hanya ada satu cara yang
dilakukan oleh pihak swasta, yaitu dilakukan secara langsung atas dasar musyawarah
dalam hal memberikan ganti kerugian, dimana bantuan Pemerintah hanya berupa
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pengawasan dan pengendalian, sebagaimana telah diberikan petunjuk dari surat
Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 6 Desember 1990 No.580.2D.III.3
Pengadaan tanah oleh pihak swasta murni harus berdasarkan kesepakatan dan
bersifat sukarela antara kedua belah pihak dan tidak ada yang boleh merasa terpaksa
dalam menjual lahan atau tanah miliknya. Pihak swasta juga tidak bisa menentukan
harga seperti yang dilakukan oleh tim penilai tanah pemerintah, dan pemilik lahan
bebas untuk tidak menjual tanahnya dengan lasan apapun. Tentunya sangat berbeda
dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mana pemilik lahan sedikit
dipaksa dan harus menjual lahannya dengan dalih untuk kepentingan umum.
B. Pembebasan Tanah dengan Ganti Rugi
Akhir-akhir ini masalah pertanahan mulai banyak mendapat sorotan dari
berbagai mass media, terutama bagaimana untuk menetukan harga patokan akan
tanah yang terkena pembebasan atau terkena proyek -proyek Pemerintah. Hal ini
telah mendapat tempat dalam uraian Tajuk Kompas tanggal 20 Agustus 1982, yang
mengemukakan antara lain bahwa falsafah dasarnya, tanah sejaka asalnya tidak
diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti
menjual miliknya. Yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah
selama itu dikuasainya.4
Hal demikian adalah benar kalau kita mengkaji bahwa tanah di samaping
mempunyai nilai ekonomis juga mempunyai nilai sosial, yang berarti di sini, hak atas
3 Skripsi Moh.Fahmi Baharuddin, Mekanisme Pengadaan Konsinyasi Ganti Rugi Tanah Oleh
Pemerintah Terkait Pembangunan Jalan Umum, di akses dari situs : http://www.uinjkt.ac.id (16 Juni
2017), h.27 (31 Maret 2017).
4Soedharyo Soimin, STATUS HAK DAN PEMBEBASAN TANAH (Jakarta: Sinar Grafika,
2001), h.78.
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tanah tidaklah mutlak, namun demikian negara harus menghormati atas hak-hak yang
diberikan atas tanah kepada warga negaranya, yang dijamin dengan undang-undang.
Secara ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada
tanah itu, dengan demikian ganti rugi atas tanah juga menentukan berapa besar yang
harus diterima dengan adanya hak berbeda itu, akan tetapi negara mempunyai
wewenang di dalam melaksanakan pembangunan nasional di negara kita ini, yang
telah diatur dengan berbagai undang-undang maupun peraturan pemrintah dengan
penentuan hak atas tanah maupun pembebasan tanah seperti yang diatur di dalam
Peraturan Mendagri No.15 Tahun 1975.
Dalam hubungannya dengan pembebasan tanah atau pencabutan hak atas
tanah itu maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan
dan data-data yang diajukan di dalam mengadakan taksiran akan ganti rugi di dalam
rangka pembebasan tanah yang terkena. Sehingga apabila telah mencapai suatu
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi maka baru dilakukan
pembayaran ganti rugi, dan ganti rugi ini hendaklah secara langsung kepada yang
berhak. Setelah itu baru diadakan pelepasan/penyerahan hak atas tanah yang
bersangkutan, sehingga apa yang dikhawatirkan akan peranan calo-calo tanah dapat
ditekan seminimal mungkin.
Kalau pembebasan tanah secara musyawarah ini tidak mendapatkan jalan
keluar, antara pemegang hak atas dan Pemerintah, sedangkan tanah itu digunakan
untuk kepentingan umum maka ditempuh cara seperti yang diatur dalam Undang-
undang No.2 Tahun 1961.
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C. Hak Atas Tanah
Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian
wewenang, kewajiban dan atau untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “sesuatu”
yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah
yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan hak atas tanah
yang diatur dalam hukum tanah.5
Dengan adanya Hak Menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33
Ayat 3 yaitu bahwa :
“atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagia yang dimaksud dalam
Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya
itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat”.
1. Hak-hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria
Atas dasar ketentuan tersebut, negara memberikan kewenangan kepada yang
punya hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya
Dimana macam-macam hak atas tanah tercantum jelas dalam Pasal 4 Ayat 1 UUPA
dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 16 Ayat 1 UUPA, yaitu :6
a. Hak milik.
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
b. Hak Guna Usaha.
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung
oleh negara, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.
5Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria (Jakarta:Djambatan,2003), h.24.
6KartiniMuljadi, Seri Hukum Harta Kekayaan,Hak-Hak Atas Tanah,h.92.
20
c. Hak Guna Bangunan
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu yang
paling lama 30 Tahun.
d. Hak Pakai.
Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsungoleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah.7
e. Hak Sewa untuk Bangunan.
Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas taanh, apabilia ia
berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk kerperluan bangunan,
dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
f. Hak Membuka Tanah.
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh
warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan Pemerintah.
g. Hak Memungut Hasil Hutan.
Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan
sendirnya diperoleh hak milik atas tanah itu.Hak-hak lain yang tidak termasuk
dalam hak - hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-
undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam
Pasal 53.
Macam-macam hak atas tanah  juga disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, yaitu
mengenai macam-macam hak yang bersifat sementara, antara lain :
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), Pasal 41 UUPA.
21
a. Hak Gadai
Hak gadai adalah menyerahkan tanah dengan pembayaran sejumlah uang
dengan ketentuan bahwa orang yang menyerahkan tanah mempunyai hak
untuk meminta kembalinya tanah tersbut dengan memberikan uang yang
besarnya sama.
b. Hak Usaha Bagi Hasil
Hak usaha bagi hasil merupakan hak sesoarang atau badan hukum untuk
menggarap di atas tanah pertanian orang lain dengan perjanjian bahwa
hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut perjanjian yang telah
disetujui sebelumnya.
c. Hak Menumpang
Hak menumpang adalah hak wang memberi wewenang kepada sesorang
untuk mendirikan dan menempati rumah di atas pekarangan orang lain.
Pemegang hak penumpang tidak wajib membayar kepada yang punya tanah,
hubungan hukum dengan tanah tersebut bersifat sangat lemah artinya
sewaktu-waktu dapat diputuskan oleh yang punya tanah jika yang
bersangkutan memerlukan sendiri tanah tersebut. Hak menumpang dilakukan
hanya terhadap tanah pekarangan dan  tidak terhadap tanah pertanian.
d. Hak Sewa Tanah Pertanian
Hak sewa tanah pertanian adalah penyerahan tanah pertanian kepada orang
lain yang memberi sejumlah uang kepada pemilik tanah dengan perjanjian
bahwa setelah pihak yang memberi uang menguasai tanah selama waktu
tertentu, tanahnya akan dikembalikan kepada pemiliknya.
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2. Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam
Perkembangan Undang-undang pertanahan Islam tidak banyak dijelaskan
secara tersurat baik menurut dalil qur‟an serta hadist-hadist rasul SAW. Syariah
Islam tidak mempunyai satu teori yang lengkap yang berhubungan dengan sistem
pertanahan atau Undang-undang pertanahan, tetapi melalui gabungan beberapa
Undang-undang seperti kontrak, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan
pengambilan balik harta, peraturan pajak tanah dan hasil tanah, peraturan penaklukan,
pembagian harta rampasan perang dan lain-lain.
Hukum pertanahan dalam Islam didefisinikan sebagai hukum-hukum Islam
mengenai tanah dan kaitannya dengan hak kepemelikan (milkiyah), pengelolaan
(tasharruf), dan pendistribusian (tauzi) tanah.8
Dalam Islam segala sesuatu yang ada di langit dan bumi termasuk tanah
hakikatnya adalah milik Allah Swt. Semata.
Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S an-Nur/24:42
 ِ ِ َو ُﻣ ِضَرَﻻْاَو ِتأَﻮﻨَﻤ ﱠﺴﻟأ ُﻚْﻠ ْﻟآ ِ آ َﻰِﻟإَو ُﺮﯿَﻤ
Terjemahannya:
Dan kepunyaan Allah-lah kerjaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah
kembali (semua makhluk)9
Hukum pertanahan Islam secara ringkas dapat dilihat pada praktek-praktek
yang dilaksanakan pada zaman nabi baik oleh Rasulullah SAW maupun para
sahabatnya serta generasi penerus beliau dalam pemerintahan mereka masing-masing.




berhubungan dengan harta dan tanah, kecuali yang berkaitan dengan harta-harta
rampasan perang yaitu tanah-tanah orang Yahudi di sekitar Madinah. Hal ini
disebabkan lahan-lahan pertanian di Semenanjung Tanah Arab yang terlalu sedikit.
Pada sejarahnya Dalam hukum Islam ada beberapa macam tanah yang masuk
ke dalam wilayah kekuasaan umat Islam yaitu
1. Tanah Hak Milik Orang-Orang Islam
Kebijakan Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin memperkenankan
pemilikan tanah secara pribadi bagi orang-orang Islam. Negara menjamin hak milik
mereka, sepanjang mereka memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim. Tanah
milik orang-orang muslim ini hanya dikenakan „ushr, yaitu zakat atas hasil pertanian
(jika tanah ini digunakan untuk pertanian).
2. Tanah Negara
Jenis tanah yang dikuasai oleh negara pada saat itu dapat dikategorikan
menjadi:
a. Tanah tandus, yaitu tanah tidak memiliki kesuburan sehingga tidak menarik
orang untuk memanfaatkannya.
b. Tanah yang tidak terpakai, yaitu tanah yang tidak dimanfaatkan oleh
masyarakat karena sesuatu hal, misalnya kesulitan pengairan.
c. Tanah yang berasal dari daerah taklukan, dapat berupa tanah yang
pemiliknya gugur di medan perang atau melarikan diri, tanah negara tersebut
yang tidak digunakan, tanah di sekitar danau, sungai, atau hutan, dan lain-
lain. Tanah-tanah negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, karenanya banyak diberikan kepada masyarakat.
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3. Tanah Bebas
Tanah bebas adalah tanah dan segala sesuatu yang ada bukan karena usaha
seseorang dan digunakan secara bersama oleh masyarakat. Jadi, tanah ini merupakan
barang publik (public goods),sehingga tidak seorangpun secara pribadi diperkenankan
memiliki tanah- tanah ini. Contohnya adalah tanah himaa, yaitu tanah yang sengaja
tidak dihuni dan ditanami rerumputan sebagai ladang makanan ternak bagi seluruh
masyarakat. Contoh lainnya adalah hutan, tanah yang memiliki tambang garam, air,
barang barang tambang lainnya yang sangat melimpah dan dibutuhkan oleh semua
orang.
4. Tanah Taklukan
Seiring dengan meluasnya negara Islam maka semakin banyak pula tanah
yang dikuasainya, baik yang dikuasai melalui peperangan (ghanimah) maupun tidak
melalui peperangan (fa‟i). Pemerintahan Islam tetap memperlakukan tanah yang
berada di daerah taklukan ini secara adil dan proporsional, sebab pada dasarnya tanah
adalah milik Allah dan Rasul-Nya. Tanah taklukan biasanya akan dibagikan kepada :
1) .Orang-orang yang ikut berperang menaklukan daerah tersebut. Jadi,jika suatu
daerah tidak ditaklukan dengan peperangan maka tidak ada bagian tanah yang
diberikan kepada tentara.
2) Penduduk asli daerah taklukan.
3) Orang-orang miskin yang tidak memiliki mata pencaharian.
5. Tanah Kontrak
Tanah kontrak yaitu tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
dengan kewajiban mereka memberikan suatu besaran atau nilai tertentu kepada
pemerintah. Jadi, yang dimaksudkan kontrak di sini kontrak antara masyarakat
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dengan pemerintah. Kontrak harus dilakukan dengan adil sebagaimana kesepakatan
yang dibuat keduanya.
6. Tanah Gundul
Tanah gundul yaitu tanah yang karena ketandusannya (gundul) maka menjadi
tidak diminati masyarakat pada umumnya. Pada masa kekhalifahan, terdapat
beberapa cara pengoptimalan tanah tandus ini, yaitu:
1) Negara mengolah sendiri tanah tersebut dengan pembiayaan dari dana negara.
Negara membayar para tenaga kerja dan biaya pengolahan lainnya, sehingga
juga berhak atas hasil sepenuhnya.
2) Memberikan hak pengolahan sepenuhnya kepada masyarakat, tetapi bukan hak
kepemilikan.
3) Memberikan hak kepemilikan sepenuhnya kepada masyarakat.
Jika kita merujuk kepada kitab fikih Islam khususnya pada bagian mu’amalah
akan dapat ditemui bahwa dalam hukum Islam pada hakekatnya terdapat aturan-
aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak seseorang atas tanah.
Hak-hak yang diatur dalam Agama Islam tersebut antara lain:
1. Hak Milik (al-Milkiyah= ) ﺔﯿﻜﻠﻤﻟا
2. Hak Sewa (al-Ijarah ةرﺎﺟﻹا = ).
3. Hak Pakai (al-Muzara’ah ﺔﻋراﺰﻤﻟا )
4. Hak Bagi Hasil (al-musaqat ﺎﺴﻤﻟا تﺎﻗ=)
5. Hak Membuka Tanah (Ihya‟ al-mawat = تاﻮﻤﻟا ءﺎﯿﺣإ )
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1. Kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Hak Atas Tanah
Hak atas tanah memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Menurut Pasal 4 ayat (2)
UUPA, hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang
bersangkutan demikian pula bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya,
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
menggunakan tanah dalam batas-batas menurut undang-undang dan peraturan hukum
lainnya.
Hak atas tanah, selain mengandung kewenangan juga mengandung kewajiban-
kewajiban yang harus diperhatikan. Kewajiban tersebut antara lain:
a. Adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UUPA, bahwa semua hak ats
tanah mempunyai fungsi sosial.
b. Adanya ketentuan Pasal 15 UUPA, yaitu kewajiban memelihara tanah dan
mencegah kerusakannya.
c. Khusus untuk tanah pertanian adanya ketenetuan Pasal 10 UUPA yang memuat
asas bahwa tanah pertanian wajib dikerjakan sendiri oleh pemiliknya secara aktif.
Dalam menggunakan hak atas tanah juga harus diperhatikan pula pembatasan-
pembatasan baik yang bersifat umum (di luar) maupun dari haknya sendiri (dalam).
Pembatasan umum antara lain : tidak boleh merugikan atau ,menganggu pihak lain,
pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya adanya planning
penggunaan tanah atau land use planning, ketentuan pemerintah daerah tentang
rooilyn garis sempadan.
Sedangkan pembatasan dari dalam terdapat pada masing-masing hak yang
bersangkutan yang disesuaikan dengan ciri-ciri dan sifat tanah tersebut, misalnya Hak
27
Guna Bangunan maka tanah tersebut hanya boleh untuk mendirikan bangunan dan
tidak boleh dipergunakan untuk pertanaian.
2. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah
Tanah merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Semua
kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan kata lain
bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : “Bumi, air dan termasuk
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan
sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
merupakan landasan adanya hubungan hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana
Negara dalam hal ini bertindak subyek yang mempunyai kewenangan tertinggi
terhadap segala kepentingan atas tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.
Oleh karena itu pada tingkatan tertinggi, tanah dikuasai oleh Negara sebagai
organisasi seluruh rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, maka telah dijabarkan dalam
pasal 2 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa :
“atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagia yang dimaksud
dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :
”Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi
wewenang untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut:
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang
angkasa”
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Hal tersebut bertujuan agar segala sesuatu yang telah diatur tersebut dapat
mencapai kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Adapun kekuasaan Negara
yang dimaksudkan tersebut mengenai seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, jadi baik
yang sudah dihaki oleh seseorang maupun tidak.
Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa : “Semua hak
atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Hal tersebut menjelasakan bahwa hak atas
tanah apapun yang ada pada sesorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu
akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan
pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
Dari arti bahwa tanah tidak hanya berfungsi bagi pemegang hak atas tanahnya
saja tetapi juga bagi sebidang tanah juga harus memperhatikan kepentingan
masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada
haknya sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagian yang
mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Namun  hal
tersebut bukan berarti kepentingan seorang terdesak oleh kepentingan masyarakat
atau Negara, dan diantara dua kepentingan tersebut haruslah seimbang.
D. Ganti Rugi Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum
1. Pengertian Ganti Kerugian
Istilah ganti rugi tersebut dimaksud adalah pemberian ganti atas kerugian yang
diderita oleh pemegang hak atas tanah atas peralihan hak tersebut. Masalah ganti
kerugian menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pengadaan tanah.
Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering kali menjadi proses
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pengadaan tanah.10 Pembebasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sering
kali menjadi proses yang panjang, dan berlarut-larut (time consuming) akibat tidak
adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undnag Pengadaan Tanah, ganti kerugian
adalah proses penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam
proses pengadaan tanah. Namun demikian, maksud dari frasa  “penggantian yang
layak dan adil” tidak dijelaskan lebih lanjut.
Umumnya, dalam pengadaan tanah istilah ganti kerugian sering disebut juga
dengan istilah kompensasi (secara global). Kompensasi dalam rangka pengadaan
tanah dibedakan  atas: kompensasi atas faktor fisik (materiil)  meliputi penggantian
atas: tanah hak baik yang bersertifikat, tanah ulayat, tanah wakaf, tanah yang dikuasai
tanpa alasan hak yang dengan atau tanpa ijin pemilik tanah bangunan, tanaman,
benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah. Kompensasi atas faktor non-fisik
(immateriil) yaitu penggantian atas kehilangan, keuntungan, kenikmatan, manfaat,
atau kepentingan yang sebelumnya diperoleh oleh masyarakat yang terkena
pembangunan sebagai akibat kegiatan pembangunan tersebut.
Bentuk dan besarnya kompensasi haruslah sedemikian rupa hingga
masyarakat yang terkana dampak kegiatan pembangunan tidak mengalami
kemunduran dalam bidang sosial maupun pada tingkat ekonominya.
Begitu vitalnya ganti rugi, maka ganti rugi itu minimal arus sama dan senilai
dengan hak-hak dan pancaran nilai atas tanah yang akan digusur. Bila tidak senilai
namanya bukan ganti rugi, tetapi sekedar pemberian pengganti atas tanahnya yang
tergusur. Prinsip dan tujuan UUPA harus dimaknai bahwa ditempuhnya prosedur
10Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,h.186.
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penggusuran tidak berarti akan merendahkan nilai ganti rugi tanah, bangunan dan
tanamannya serta benda-benda lain yang melekat pada bangunan dan tanah.11
2. Musyawarah dalam Penentuan Ganti Rugi
Pada prinsipnya tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas
tanah dan pihak atau instansi pemerintah yang memerlukan tanah, pengadaan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak akan pernah terjadi
atau terealisasi. Namun, dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah tidak ditemukan
pengertian dari musyawarah.
Undang-Undang Pengadaan Tanah hanya mengatur bahwa lembaga
pertanahan melakukan musywarah dengan pihak yang berhak untuk menetapkan
bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarakan hasil penelitian ganti kerugian
dari penilai.
Sementara menurut Pepres No. 36 Tahun 2005, musyawarah adalah kegiatan
yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima
pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan
besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan
tanah atas dasar kesetaraan dan kesukarelaan antara pihak yang mempunyai tanah,
bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak
yang memerlukan tanah.
11Adrian Sutedi, Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya, (Jakarta:Sinar
Grafika,2007),h.184.
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E. Bentuk dan Penetapan Ganti Rugi
Dalam Pasal 33 Undang-undang Pengadaan Tanah disebutkan bahwa penelian
besarnya ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang perusahaan bidang tanah,
meliputi :12
a. Tanah;
b. Ruang atas tanah dan bawah;
c. Bangunan;
d. Tanaman;
e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
Kerugian lain yang dapat dinilai adalah kerugian nonfisik yang dapat
disetarakan dengan nilai uang, misalnya kerugian karena kehilangan usaha atau
perkerjaan, biaya pemindahan tempat, biaya ahli profesi, dan nilai atas properti sisa.
Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadaan Tanah disebutkan
bahwa penilai adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara
independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari menteri
keuangan. Besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilian penilai
disampaikan kepada lembaga pertanahan dan menjadi dasar musyawarah.
Selanjutnya, Dalam Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang
penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan utnuk Kepentingan Umum
pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :
a. Uang,
b. Tanah pengganti;
12J. Andy Hartanto, Panduan Lengkap Hukum Praktis:Kepemilikan Tanah (Surabaya:
Laksabang Justitia, 2015), h.23.
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c. Permukiman kembali;
d. Kepemilikan saham; atau
e. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak
Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti
kerugian wajib: a. Melakukan pelepasan hak, b. Menyerahkan bukti penguasaan atau
kepemilikan objek  pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui
lembaga pertanahan. Pemberian ganti kerugian pada prinsipnya harus diserahkan
langsung kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian. Apabila berhalangan, pihak
yang berhak karena hukum dapat memberikan kuasa kepada pihak lain atau ahli
waris.
Kesulitan yang dihadapi dalam perhitungan ganti rugi oleh lembaga/ tim
penilai dan tim panitia pengadaan tanah pemerintah kota dan kabupaten adalah
adanya perbedaan harga pasar dan harga yang telah ditetapkan dalam nilai jual objek
pajak (NJOP). Dalam berbagai kasus, sering terjadi harga tanah merupakan hasil
musyawarah antara tim panitia pengadaan tanah yang meminta harga lebih tinggi dari
NJOP.
Maria Sumardjono berpendapat bahwa perlu diadakan suatu lembaga penaksir
tanah yang bersifat independen dan berkerja dengan profesionalisme. Karena, begitu
sulit menentukan besaran ganti rugi atas tanah karena selain berdasarkan NJOP, juga
mempertimbangkan lokasi, jenis hak atas tanah, status penguasaan tanah, peruntukan
tanah, kesesuian dengan rencana tata ruang wilayah, prasarana, fasilitas dan utilitas,
lingkungan dan faktor-faktor lain. Keberdaan dan peran lembaga penilai swasta yang
profesional tersebut mempunyai kewenangan dan kemampuan utnuk menetapkan
nilai nyata yang objektif dan adil.
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F. Dasar Hukum Pembebasan Hak Atas Tanah
Pembebasan tanah ini dalam sistem perundang-undangan Agraria Nasional
tidak diatur dalam peraturan pemerintah sebagaimana halnya pencabutan hak untuk
kepentingan umum, akan tetapi hanya diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ,
surat edaran dan peraturan-peraturan daerah setempat secara lain yaitu :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975, tanggal 3 Desember 1975
tentang ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2  Tahun 1976,  tanggal 5 April 1976 bagi
pembebasan tanah oleh pihak swasta.
3. Surat Edaran Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri, tanggal 2
Januari 1976, No. BTU2/56/1976.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 tahun 1985 tentang tata cara pengadaan
tanah untuk keperluan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan yang
mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1985.
Itulah peraturan-peraturan yang antara lain dapat dijadikan pedoman bagi
instansi-instansi yang berwenang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal
pembebasan tanah.
Pembebasan itu bukan hanya dilakukan untuk kepentingan umum saja,
melainkan juga dilakukan untuk kepentingan swasta. Dalam Bab II PDMN No.
15/1975 diatur tentang pembebasan tanah untuk Kepentingan Pemerintah dan
pembebasan tanah untuk kepentingan swasta, ditentukan dalam PMDN No.2 tahun
1976.
Pasal 1 dari peraturan ini menyebutkan bahwa pembebasan tanah oleh pihak
swasta untuk kepentingan proyek-proyek yang bersifat menunjang kepentingan
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umum termasuk dalam bidang pembangunan sarana umum atau fasilitas umum dapat
dilakukan menurut pembebasan sebagaimana diatur dalam Bab I,II,III PMDN No. 15
1975.
Bahwa istilah “Pembebasan Tanah” muncul seiring dengan terbitnya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan
Mengenai tata cara pembebasan tanah. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak
ditetapkan pada tanggal 13 Desember 1975, dan sekaligus mencabut berlakunya
Bijblad Nomor 11372 jo. Bijblad Nomor 12476 dan lain-lain peraturan perundangan
yang berkaitan dengan pembebasan dan pemberian ganti rugi atas tanah untuk
keperluan pemerintah.13
Memperhatikan format dan muatan dari Peraturan Mendagri Nomor 15 Tahun
1975, maka banyak keganjilan mulai dari pertimbangan sampai putusan, juga dari
materi muatannya dan formalitasnya, sehingga banyak kritik yang disampaikan
berbagai pihak ketika dibahas dan dianilisis dalam berbagai forum ilmiah termasuk
juga banyak menuai protes dalam pelaksanaan atau operasionalnya.
Dari sisi pertimbangannya dapat dikomentari bahwa antara lain sebagai
berikut : Pertama, peraturan ini tidak mendefinisikan secara jelas keperluan dan
kepentingan yang dapat dilakukan dengan pembebasn tanah ini, antara lain hanya
menyebut untuk memenuhi kebuttuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan,
khusunya untuk keperluan pemerintah.
Seharusnya ketentuan pembebasan tanah ini pelaksnaannya dilakukan oleh
atau dengan bantuan Panitia Pembebasan Tanah yang dibentuk oleh pemerintah yang
13Umar Said Sugiharto, Hukum Pengadaan Tanah:Pengadaan Hak Atas Tanah untuk
Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi,( Malang: Setara Press, 2015), h.84.
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anggotanya semua dari unsur pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan,
pertanian, kehutanan, perpajakan, pembangunan, perhubungan, industri,
perumahan/pemukiman, dan anggaran atau keuangan. Selain itu harus jelas
ditentukan bentuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan yang membutuhkan
tanah, juga mengenai pengertian kepentingan umum sehingga jelas kriteria dan
kegunannya. Dalam hal ini perlu ada penjaringan yang jelas dan rinci sehingga
terhindar dari penyalahgunaan kepentingan yang dilakukan oleh oknum pejabat
dan/atau panitia pembebasan tanah.
Kedua, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa ketentuan tentang
pengambilan tanah untuk kepentingan pemerintah/instansi sejak zaman penjajahan
sampai tahun 1961 masih berpedoman pada ketentuan Bijblad Nomor 11372 jo
Bijblad Nomor 12476. Tetapi sejak tahun 1961 ketentuan Bijblad Nomor 11372 jo.
Bijblad Nomor 12476 sudah dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi dan
diperintahkan untuk diadakan peraturan yang baru karena tidak sesaui lagi dengan
keadaan dan kebutuhan pembangunan.
Ketiga, Peraturan MENDAGRI No. 15 Tahun 1975 meskipun mencantumkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam pertimbangan dasar hukumnya, tetapi
tidak menyebutkan Undang-Undang No. 20 Tahun1961. Padahal UU tersebut
merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 18 UUPA yang mengatur tentang pencabutan
hak atas tanah. Peniadaan Undang-Undang nomor 20 Tahun 1961 ini seolah-olah
dimaksudkan agar semua orang yang tanahnya diperlukan atau dibebsakan, harus
dilepaskan dan tidak boleh ada yang menolaknya. Selain itu juga harus menerima
besarnya gnati kerugian yng ditetapkan dan diberikan oleh panitia pembebsan tanah.
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Selain itu juga pelaksanaan pembebasan tanah harus dapat diselesaikan dalam waktu
yang singkat.
Seharusnya Bijblad Nomor 11372 dan Bijblad Nomor 12746 serta Undang-
undang Nomor 20 Tahun 1961 dapat dijadikan landasan hukum atau pedoman
Peraturan Pembebasan atau Pengadaan hak atas tanah bagi Pembangunan untuk
kepetningan umum.
Peraturan lain yang tidak dipakai sebagai dasar hukum pertimbangan adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Padahal
Peraturan Pemerintah Tahun 1961 ini sangat diperlukan dalam proses pendaftaran
tanah setelah terjadinya pembebasan hak atas tanah dari pemilik atau pemegang hak
atas tanah kepada pihak-pihak yang memerlukan tanah. Selain proses Pendaftaran
tanah diperlukan dalam pelakasanaan pembebasan hak atas tanah, juga pendaftaran
tanah terhadap tanah yang tersisa atau tanah tidak turut dibebsakan, serta terhadap
hak atas tanah baru sebagai pengganti terhadap tanah yang telah dibebaskan.
Sumber lain mengatakan bahwa adapun dasar hukum pengadaan tanah yaitu
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang di Atasnya
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
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6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Dasar hukum pelepasan dan pembebasan hak atas tanah menurut Hukum
agraria nasional diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dasar hukum dari
ajaran Islam mengenai pelepasan dan pembebasan hak atas tanah yaitu:
1. Di zaman Rasulullah Saw, di saat Nabi Muhammad Saw akan mendirikan
Masjid Nabawi, beliau telah membeli tanah penduduk (As‟ad bin Zurarah,
tanah anak yatim dan sebagian kuburan musyrikin yang telah rusak)”.14
2. Pada Masa Umar bin Khattab ra.
a. Sewaktu pelebaran Masjid Nabawi Tahun 17 H. Pada masa Khalifah
Umar ra membeli seluruh dari properti yang ada di sekeliling masjid
kecuali rumah janda-janda Rasul untuk peluasan mesjid tersebut.Sebuah
benteng besar juga dibangun di sekeliling mesjid.
b. Umar membeli rumah Safwan bin Umayyah untuk dijadikan bangunan
penjara sebagai tempat tahanan bagi orang-orang yang melakukan tindak
kriminal.
c. Pada masa Bani Umaiyah Tahun 86 H s.d. 96 H dan Tahun 705 M s.d.
715 M. Pemerintahan Khalifah Al-walid bin Abdul Malik, yang
memerintahkan untuk membebaskan tanah-tanah disekeliling Mesjid
Nabawi untuk pelebaran masjid tersebut dengan cara ganti.
14Jalaluddin As-Suyuthi, Tarikh Al-Khulafa, (Beirut: Dar Al-Fiqh, 1988), h.120.
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Dari uraian di atas penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa dalam
sistem hukum Islam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum sudah dikenal dan terlaksana didalam kehidupan ummat Islam
dari semenjak Tahun 1 H sewaktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai saat
sekarang ini tapi sifatnya hanya pemberian ganti rugi dengan cara jual beli dan
pelepasan hak atas tanah baik berbentuk wakaf atau lainnya untuk kepentingan
ummat. Agama Islam mempunyai peraturan dan dasar hukum untuk semua persoalan
dan cocok untuk segala zaman. “Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang
diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran hukum.
fikih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan
diberlakukan bagi ummat Islam Indonesia.15
G. Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi yang dibebasakan
Masalah ganti kerugian merupakan hal prinsip dalam setiap kegiatan
pengambilan tanah, baik melalui proses pencabutan hak, pembebasan hak dan
pengadaan tanah. Tidak boleh ada tindakan pengambilan tanah oleh Negara tanpa
memperhitungkan ganti rugi.
Pada prinsipnya tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas
tanah dan pihak atau instansi pemerintah yang memerlukan tanah, pengadaan tanah
bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak akan pernah terjadi
atau terealisasi.
15Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Pt.Rajawali Grafindo Persada, 1995),
h.9.
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Adapun proses pemberian ganti rugi terhadap tanah pemilik yaitu :
1. Penilian tanah oleh lembaga Appraisal yang ditunjuk langsung oleh
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.
2. Setelah dilakukan penilian, pemilik tanah beserta Tim Pengadaan Tanah
(TPT) melakukan musyawarah.
3. Apabila masyarakat tidak setuju dengan ganti rugi yang ditetapkan maka
dilakukan lagi pendekatan-pendekatan atau sosialisasi mengenai tujuan dari
pembebasan lahan terhadap pemilik tanah. Jika pemilik tanah tetap tidak mau
melepaskan tanahnya maka  Tim Pengadaan Tanah (P2T) melakukan
penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri.
4. Jika pemilik tanah setuju dengan ganti rugi yang ditawarkan maka Tim
Pengadaan Tanah (P2T) membuat SK Penetapan harga. Kemudian Tim
Pengadaan Tanah (P2T) membuatkan daftar harga normatif ganti rugi tanah
bangunan dan tanaman pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
5. Apabila pemilik tanah telah mengurus semua surat-surat tanah yang telah





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian lapangan (Field Research). Yang
dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang
bersumber dari buku-buku, serta informasi yang diperoleh langsung dari Dinas
Pertanahan kota Makassar dan Kantor Kelurahan Tamangapa berupa data-data dan
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
2. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan
skripsi ini, maka lokasi Penelitian ini dilakukan pada tigas lokasi yakni pada Dinas
Pertanahan kota Makassar, Kantor Kelurahan Tamangapa serta masyarakat yang
terkena pembebasan tanah di TPA Tamangapa.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan penelitian hukum
yuridis-empiris (applied law research), menggunakan studi kasus hukum yuridis-
empiris berupa produk perilaku hukum, pokok kajiannya adalah bagaimana proses
pelaksanaan ganti kerugian terhadap pemilik/pemegang hak atas tanah yang tanahnya
terkena pembebasan tanah untuk kepentingan umum di TPA Tamangapa.
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Dalam penelitian hukum yuridis-empiris membutuhkan data sekunder dan
data primer:
1. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan1
dan data-data dari Dinas Pertanahan Kota Makassar.
2. Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari sumber kedua dari
penelitian.
B. Metode Pengumpulan Data
Sehubungan dengan pendekatan penelitian diatas, teknik pengumpulan data
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),
dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke objek penelitian yaitu Dinas
Pertanahan kota Makassar, Kantor Kelurahan Tamangapa serta masyarakat yang
terkena pembebasan tanah di TPA Tamangapa. Penelitian ini dilakukan melalui
serangkaian kegiatan seperti:
1. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka
yang didapat  dari berbagai literatur atau buku-buku, dan perundang-
undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Cara
yang ditempuh ialah dengan membaca, memahami, mempelajari,
mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Penelitian lapangan, dilakukan dengan cara melakukan wawancara
langsung terhadap para responden yang ada hubungannya dengan masalah
1Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.181.
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yang diteliti, dan diharapkan dapat memberi jawaban terhadap
permasalahan yang diteliti.
C. Instrumen Penelitian
Instrumen Penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian saat
sudah memasuki tahap pengumpulan data di lapangan berupa wawancara serta studi
dokumen, yang kemudian diolah menggunakan instrumen-instrumen berupa alat
tulis-menulis, serta beberapa daftar pertanyaan untuk mengumpulkan informasi.
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian di kumpulkan baik secara
primer maupun sekunder, dan di analisis secara mendalam. Selanjutnya dilakukan
editing, pengklasifikasian yang kemudian di analisis secara kualitatif. Adapun sampel
data berjumlah 23 orang.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Realisasi Pembebasan Tanah TPA Tamangapa
Pembebasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kecamatan
Manggala akan dilakukan perluasan sekitar  ±5 Hektar. Hal itu dilakukan karena TPA
dinilai tak lagi mampu menampung volume sampah di Kota Makassar.
Berikut ini tabel luas tanah keseluruhan beserta nama-nama pemegang hak
atas tanah yang dibebaskan.
Tabel 1
Jumlah Pemilik Tanah dan Luas Tanah Keseluruhan Beserta Luas Tanah yang
dibebaskan
Jumlah Pemilik
Tanah Luas Tanah Keselurahan Luas Tanah yang dibebaskan
23 Orang 79.091m2 43.250 m2
Sumber Data: Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas jumlah luas tanah keselurahan yaitu 79.091 m2
dengan total pemilik tanah 23 Orang. Adapun luas tanah yang dibebaskan sekitar
43.250 m2 atau ±4 Hektar.
Tabel  2
Nama Pemilik dan Luas Tanah yang dibebaskan di TPA Tamangapa
No Nama Pemilik Luas Tanah yangdibebaskan m2




4 Prof. Ir.Ananto Yudono 5300
5 H. Raping B Romma 2862
6 Ir. H.Kaharuddin Salihi 825
7 Djamaluddin Dg Nyonri 1366
8 Hanillang 620
9 Fiskia Rera Baharuddin 1509
10 Drs. H. Arifin Pasinringi 3909
11 Ny. Andi Sompa 1559
12 Hasanuddin 1335
13 Amiruddin Arief 2862
14 Laici B Bakkara 1000
15 Drs. H.M.Dachlan Taha 3061
16 M.Akbar yusuf 4724
17 Paharuddin kuasa dari B.Dg Nakku 2588
18 Hj. Hafsah FM 1500
19 H.Usman Hasbullah 243
20 Saleng Bin Bakkara 436
21 Syamsuddin Kadir 1440
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22 Tjoni Bin Cora 481
23 Ir. Kaharuddin Salihin 825
Sumber Data: Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas luas tanah yang dibebasakan paling banyak yaitu
5300 m2 atas nama Prof. Ir.Ananto Yudono sedangkan luas tanah yang paling sedikit
atas H.Usman Hasbullah dengan luas tanah yang dibebasakan yaitu 243 m2.
Tabel 3
Nama Pemilik Beserta Besaran Ganti Rugi
No Nama Pemilik Nilai Ganti Rugi
1 H.Lala Rassang Rp. 704.030.000,-
2 Bahtiar Rp. 115.000.000,-
3 Irfan Rp. 115.000.000,-
4 Prof. Ir.Ananto Yudono Rp. 6.360.000.000,-
5 H. Raping B Romma Rp. 658.260.000,-
6 Ir. H.Kaharuddin Salihi Rp. 382.800.000,-
7 Djamaluddin Dg Nyonri Rp. 633.824.000,-
8 Hanillang Rp. 287.680.000,-
9 Fiskia Rera Baharuddin Rp. 700.176.000,-
10 Drs. H. Arifin Pasinringi Rp. 1.813.776.000,-
11 Ny. Andi Sompa Rp. 723.376.000,-
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Sumber Data: Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2016
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perolehan ganti rugi terbesar mencapai
Rp. 6.360.000.000,- (Enam miliar tiga ratus enam puluh juta). Dan perolehan ganti
rugi paling rendah sebesar Rp. 55.890.000,- (Lima puluh lima juta delapan ratus
sembilan puluh ribu).
Dari tabel keseluruhan penulis berpendapat bahwa proses pembebasan hak
atas tanah untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa Kecamatan
Manggala sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan walaupun pada
awalnya pemegang hak atas tanah tidak setuju pada ganti rugi yang ditawarkan oleh
12 Hasanuddin Rp. 1.602.000.000,-
13 Amiruddin Arief Rp. 658.260.000,-
14 Laici B Bakkara Rp. 230.000.000,-
15 Drs. H.M.Dachlan Taha Rp. 704.030.000,-
16 M.Akbar yusuf Rp.1.086.520.000,-
17 Paharuddin kuasa dari B.Dg Nakku Rp. 595.240.000,-
18 Hj. Hafsah FM Rp. 345.000.000,-
19 H.Usman Hasbullah Rp. 55.890.000,-
20 Saleng Bin Bakkara Rp. 100.280.000,-
21 Syamsuddin Kadir Rp. 668.160.000,-
22 Tjoni Bin Cora Rp. 223.184.000,-
23 Ir. Kaharuddin Salihin Rp. 382.800.000,-
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pihak yang membutuhkan tanah (Pemerintah Kota) dan musyawarah yang begitu alot
dikarenakan dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
Dari hasil yang didapatkan penulis masa ada sebagaian warga atau pemegang
hak atas tanah yang tidak mau melepaskan tanahnya karena merasa ganti rugi yang
diberikan kurang dan adanya persoalan surat-surat tanah yang belum selasai serta
persoalan keluarga (tanah tersebut merupakan warisan peninggalan tanah dari nenek).
Menurut Bapak Hardian yang merupakan staf kelurahan Tamangapa
mengatakan salah satu pemilik tanah yang tidak mau tanahnya dibebaskan yaitu
Amirullah dg tola dikarenakan adanya persoalan keluarga yaitu persoalan harta
warisan dimana salah satu saudara pak Amirullah dg tola tidak setuju dengan ganti
kerugian yang ditawarkan.1 Hal ini yang menyebabkan adanya hambatan dalam
proses pembebasan hak atas tanah. Mekanisme pemberian ganti kerugian yang
dilakukan oleh instansi terkait juga sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
B. Dasar Hukum Pembebasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria
Undang-undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria dalam Pasal 12 Ayat (2) memberikan pengertian lebih lanjut tentang arti hak
menguasai oleh negara, yaitu memberikan kuasa kepada negara sebagai berikut :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian, dan
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
1Hardiah, Staf dan Bendahara Kelurahan Tamangapa, wawancara di Kantor Kelurahan
Tamangapa (8 Juni 2017).
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b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara manusia dan
perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Berdasarkan Pasal 2 dan juga berdasarkan Penjelasan Umum Angka 1
Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) itu memberikan kekuasaan yang sangat
besar dan kehendak yang amat luas kepada negara untuk mengatur alokasi sumber-
sumber agraria. Keberdaan hak-hak individu maupun hak kolektif (ulayat)
bergantung kepada politik hukum dan kepentingan negara. Sebagai konsekuensi
daripada hak menguasai negara yang bertujuan untuk dipergunakan sebesar-besar
kemakmuran rakyat, maka negara mempunyai hak untuk membatalkan atau
mengambil hak-hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat dengan
memberi ganti rugi yang layak dan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-
undang.
Selanjutnya ketentuan Pasal 18 UUPA menyebutkan : “Untuk kepentingan
umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari
rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak
dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang”. Oleh itu, pencabutan hak atas
tanah itu dimungkinkan selagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu :
harus ada ganti rugi yang sesuai ditinjau dari aspek nilai, manfaat, dan kemampuan
tanah pengganti, yakni tanah yang dicabut untuk kepentingan umum, dan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang di Atasnya
Undang-undang ini merupakan induk dari semua peraturan yang mengatur
tentang pencabutan atau pengambilan hak atas tanah yang berlaku hingga sekarang.
Dalam Pasal 1 Undang-undang No.20 Tahun 1961 ini menyatakan bahwa untuk
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa, negara, serta kepentingan bersama
rakyat, dan kepentingan pembangunan setelah mendengar keputusan Menteri Agraria,
Menteri Kehakiman, dan Menteri yang berkaitan dengan presiden dalam keadaan
yang memaksa dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di
atasnya.
Apabila dibandingkan ketentuan dalam Pasal 18 UUPA dengan ketentuan
yang tercantum di dalam Pasal 1 UU No.20 Tahun 1961 bahwa maksud peruntukan
pencabutan hak-hak atas tanah selain untuk kepetningan umum, termasuk
kepentingan umum, termasuk juga kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan
bersama dari rakyat terdapat penambahan klausa untuk kepentingan pembangunan.
Penambahan klausa tersebut tidak mempunyai ukuran yang jelas terhadap apa yang
dimaksudkan dengan kepentingan pembangunan tersebut. Hanya di dalam
penjelasannya dikemukakan adanya pembangunan perumhan rakyat selebihnya dalam
rangka pembangunan nasional, semesta berencana.
Perumusan yang tidak normal itu banyak menimbulkan penafsiran,malahan
akan timbul salah pengertian, sehingga tidak ada kepastian hukum. Di samping itu,
bahwa di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat rumusan secara jelas dan pasti
mengenai apa yang dimaksudkan secara jelas tentang pengertian kepentingan umum,
maka penganturnnya dimungkinkan untuk diatur dalam peraturan pelaksanannya.
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Dalam Pasal 11 Undang-undang No.20 Tahun 1961 ini terdapat ketentuan
yang menyatakan bahwa apabila telah terjadi pencabutan hak atas tanah, tetapi
kemudian ternyata tanah dan/atau benda yang berkenaan tidak dipergunakan sesuai
dengan rencana kegunaannya dilakukan pencabutan hak tersebut, maka orang-orang
hak berhak atau pemilik diberikan prioritas untuk mendapatkan kembali tanah atau
benda tersebut.
Dalam sejarah pencabutan hak atas tanah, Undang-Undang No. 20 Tahun
1961 pernah digunakan yaitu dengan mencabut hak atas tanah atas daerah di
Kecamatan Taman Sari yang terkenal dengan Kepres No.2 Tahun 1970 tanggal 6
Januari 1970. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 1961
tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1973 dan
Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1973.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada
di Atasnya
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 ini merupakan peraturan
pelaksanaan dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Acara Penetapan Ganti kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan
pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
Dalam memori penjelasan umum peraturan pemerintah ini ditegaskan di
samping sebagai pengaturan pelaksanaan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1961 juga dimaksudkan sebagai langkah untuk memberikan jaminan kepada para
pemegang hak atas tanah dari tindakan pencabutan hak atas tanah. Di samping itu,
dengan dilakukannya pencabutan hka atas tanah dan benda-benda yang ada di atas
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tanah itu, bekas pemilik tanah tidak mengalami kemunduran baik bidang sosial atau,
ekonominya. Untuk itulah para pemegang hak atas tanah dan/atau benda-benda di
atasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima ganti kerugian, atau ganti
kerugian dirasakan tidak layak, diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi (Pasal 8 ayat (1) UU No.20 Tahun 1961).
Permohonan banding tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan
sejak tanggal keputusan Presiden tentang pencabutan itu dikeluarkan dan
disampaikan kepada yang bersangkutan.Permintaan banding ini dapat disampaikan
melalui surat atau secara lisan kepada Panitera Pengadilan Tinggi. Permintaan
banding diterima apabila terlebih dahulu telah membayar biaya perkara yang telah
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Bagi mampu membayar biaya perkara, atas
pertimbangan Ketua Pengadilan Tinggi dapat dibebaskan dari pembayaran biaya
perkara.
Dalam praktek kenyataannya di lapangan peraturan pemerintah ini tidak
mengatur bagaimana tata cara atau prosedur pencabutan hak-hak atas tanah serta
benda-benda yang ada di atasnya, karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961
tidak mengatur secara jelas dan tidak mendelegasikan peraturannya dalam peraturan
perundang-undangan lainnya.Untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum
dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 oleh Presiden diterbitkan
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang pedoman pelaksanaan Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.
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4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya adalah
sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Di dalam
konsideran Instruksi Presiden ini disebutkan dua hal yaitu :
Pertama, pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya supaya
hanya dilaksanakan benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-
hati serta dengan cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kedua, dalam
melaksanakan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang di atasnya
supaya menggunakan pedoman-pedoman sebagaimana tercantum dalam lampitan
instruksi presiden ini.
Di dalam Pasal 1 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 disebutkan
empat kategori kegaiatan dalam rangka pembangunan yang mempunyai sifat untuk
kepentingan umum, yaitu kepentingan umum yang menyangkut :2
a. Kepentingan Bangsa dan Negara, dan/ atau
b. Kepentingan masyarakat luas, dan/atau
c. Kepentingan rakyat banyak/bersama, dan/atau
d. Kepentingan pembangunan
Pada umumnya, pencabutan hak atas tanah dilakukan untuk kepentingan
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Tetapi sebagaimana telah disebutkan
2Umar said Sugiharto, Hukum Pengadaan Tanah:Pengadaan Hak Atas Tanah untuk
Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, h.33.
53
bahwa usaha-usaha swasta sebagai pengecualian dapat memperoleh tanah dengan
cara mengajukan permintaan pencabutan hak. Hal demikian sangat ironis sekali
dengan ketentuan Pasal 3 Inpres Nomor 9 Tahun 1973 tersebut yang memberikan
peluang kepada pihak swasta untuk mengajukan permintaan pencabutan karena hal
ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUPA dan Pasal 1 Undang-undang
No.20 Tahun 1961. Ketentuan Pasal 3 Inpres Nomor 9 Tahun 1973 perlu ditinjau
kembali karena memperbolehkan usaha-usaha swasta untuk mengajukan permintaan
pencabutan hak atas tanah dengan alasan untuk kepentingan umum. Karena dalam
dunia bisnis atau dunia usaha pada umumnya prisnip kepentingan umum diabaikan,
dan yang ada adalah mengejar kepentingan perusahaan yang bertujuan mencari
keuntungan sebesar-besarnya.
Oleh karena itu, ketentuan ini disamping bertentangan dengan tujuan dari
UUPA juga bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Dengan demikian perlu
diadakan peninjauan kembali terhadap instruksi Presiden ini sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan kekuasaan dengan alasan pencabutan hak atas tanah untuk
kepentingan umum.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengadaan Tanah
Dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 1975 pengadaan tanah dikenal dengan
pembebasan tanah. Menurut pasal 1 Ayat (1) “Pembebasan tanah adalah melepaskan
hubungan hukum yang semula terdapat diantara pemgenag hak atau penguasa atas
tanahnya dengan cara memberi ganti rugi.Permendagri tersebut juga mengatur
tentang cara pembebasan taanh untuk kepentingan pemerintah dan pembebasan tanah
untuk kepentingan swasta.
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Dalam hal  pembebasan tanah bagi kepentingan pemerintah dibentuk Panitia
Pembebasan Tanah (PPT) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 15
Tahun 1975. Sedangkan untuk kepentingan swasta tidak dibentuk panitia khusus,
pemerintah hanya mengawasi pelaksanaan pembebasan tanah tersebut antara para
pihak yaitu pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang membutuhkan tanah.
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Dalam keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dinyatakan bahwa cara
pengadaan tanah ada 2 (dua) macam, yaitu pertama penyerahan atau pelepasan hak
atas tanah, jual beli, tukar menukar dan cara lain yang disepakati oleh para pihak
yang bersangkutan.
Kedua cara tersebut termasuk kategori pengadaan tanah secara sukarela.
Untuk cara yang pertama dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, sedangkan cara kedua dilakukan untuk pengadaan
tanah yang dilaksanakan selain untuk kepentingan umum. Menurut Pasal 6 Ayat (1)
Keppres Nomor 55 Tahun 1993, “menyatakan bahwa Pengadaan Tanah untuk
kepentingan umum dilakukan dengan bantuan PPT yang dibentuk oleh Gubernur
Kepala Daerah Tingakt I, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Panitia Pengadaan
Tanah” dibentuk disetiap Kabupaten atau Kotamadya Tingkat II”.
Salah satu masalah dalam pelaksanaan Keputusan Presiden No.55 Tahun
1993, adalah definisi dari kepentingan umum. Kepentingan umum sebagai sebuah
konsep tidak sukar untuk dipahahmi namun secara definisi tidak mudah untuk
dirumuskan dan dioperasionalkan. Dalam penjelasan Keputusan Presiden No.55
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Tahun 1993, kepentingan umum diartikan sebagai kepentingan seluruh lapisan
masyarakat, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah
serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan demikian, menurut Maria
S.W. Sumardjono,3 interpentasi kegiatan yang termasuk dalam kategori kepentingan
umum dibatasi pada terpenuhinya ketiga unsur tersebut.
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan
cara musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai penyerahan
tanahnya dan bentuk serta besarnya imbalan. Apabila dalam musyawarah tersebut
tercapai kesepakatan para pihak, maka pemilik tanah diberikan ganti kerugian sesuai
dengan yang disepakati oleh para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Keppres
Nomor 55 Tahun 1993.
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Dengan berlakunya Pepres Nomor 36 Tahun 2005, ada sedikit perbedaan
dengan tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meskipun pada dasarnya
sama dengan Keppres Nomor 55 Tahun 1993. Menurut Peppres Tahun 2005
menyatakan bahwa “Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau pencabutan hak atas tanah”.
Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa : “pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah
3Maria S.W. Sumardjono, Kebijikan Pertanahan antara regulasi dan Implementasi,
(Jakarta:Buku Kompas,2011), h.72.
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dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara
sukarela atau pihak-pihak yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 2 jo Pasal 20 Pepres No.36 Tahun 2005 ini menutup atau
tidak memberikan kesempatan pihak usaha-usaha swasta tidak dapat menggunakan
peraturan ini untuk mengadakan pembangunan bagi kepentingan proyek.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Pepres Nomor 36 Tahun
2005 bahwa khusus untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang
dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara
pelepasan atau penyerahan hak, atau pencabutan hak atas tanah. Sedangkan
pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum yang dilaksanakan dengan jual beli,
tukar menukar atau dengan cara lain yang disepakati secara sukarela dengan pihak-
pihak yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan yang sebelumnya yang tidak
membedakan secara tegas mengenai tata cara pengadaan tanah baik untuk
kepentingan umum, maupun bukan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh
pemerintah ataupun pihak swasta sehingga dalam ketentuan ini memperjelas aturan
pelaksanaan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum maupun swasta.
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Setalah kurang lebih setahun berlakunya Peppres Nomor 36 Tahun 2005,
Pepres tersebut digantikan dengan Pepres Nomor 65 Tahun 2006, yang rupanya untuk
lebih meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah dan
kepastian hukum dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pepres Nomor 65 Tahun 2006
dinyatakan bahwa “pelepasan atau penyerahan hak atas tanah bagi pembangunan
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untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan prinsip kehormatan terhadap hak
atas tanah”. Prinsip penghormatan hak atas tanah diartikan bahwa pemilik hak atas
tanah tersebut telah merelakan tanahnya untuk keperluan pembangunan, sehingga
harus diberikan suatu penghormatan atas jasa pemilik hak atas tanah tersebut.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang merupakan
Undang-undang yang ditunggu-tunggu pada beberapa tahun yang lalu, peraturan yang
sebelumnya dianggap belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang kehilangan
tanahnya. Undang-undang ini diharapkan pelaksanaannya dapat memenuhi rasa
keadilan setiap orang yang tanahnya direlakan atau wajib serahkan bagi
pembangunan.
Bagi pemerintah yang memerlukan tanah,  peraturan perundang-undangan
sebelumnya dipandang masih menghambat atau kurang untuk memenuhi kelancaran
pelaksanaan pembangunan sesuai rencana. Bunyi ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2
Undang-undang ini: “pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan
cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam
proses pengadaan tanah”.
Pasal 1 Angka 10 menegaskan lagi “Ganti Kerugian adalah penggantian layak
dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah”. Asas pengadaan
tanah untuk kepentingan umum yang diatur dalam Undang-undang ini menyatakan
bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan pada Asas
58
kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan,
keikutsetraan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.
Dari sekian banyak asas haruslah asas keadilan yang diutamakan karena asas
ini telah ditegaskan dua kali pada Ketentuan Umum angka 2 dan 10 Undang-undang
ini kalimat: “Ganti kerugian adalah penggantian layak dan adil” belum pernah
muncul pada peraturan perundang-undang pengadaan tanah sebelumnya.
Pasal 5 menegaskan pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian Ganti
kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap. Kata wajib ditegaskan pada undang-undang ini. Seharusnya ada
keseimbangan hukum yaitu wajib setelah pemberian ganti kerugian dirasakan adil
dan layak oleh pihak yang berhak.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 melalui empat tahapan pengadaan
tanah, khususnya tahapan persiapan, telah mengedepankan pendekatan instrumen
pencegahan potensi dampak pengadaan tanah dalam bentuk “Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pengadaan tanah.
Penyusunan dokumen tersebut, didasari atau tidak, telah menempatkan posisi
startegis dokumen tersebut sebagai Conflict Early Warning and Early Response
System of  Land Acquisition (CEWERS-LA) atau sistem peringatan dan respons dini
konflik pengadaan tanah di Indonesia.4
Sebagai lanjutan dari amanat Pasal 53 dan 59 Undang-undang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka
4Sudjawomarseom,dkk, GANTI UNTUNG PENGADAAN TANAH, (Cet I;Jakarta:ReneBook,
2015), h.221
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pemerintah mengeluarkan Pepres Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaran
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada Perpres ini
setiap instansi yang memerlukan lahan untuk kepentingan umum diberi waktu untuk
menyelesaikan maksimal 583 hari.
10. Musyawarah Mufakat
Musyawarah pembebasan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, dilaksanakan langsung antara pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah, yang dipimpin
langsung oleh ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Musyawarah mufakat
merupakan hal terpenting  proses pembebasan lahan.
Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan pembebasan tanah di TPA
Tamangapa yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum hal ini sudah sesuai. Hanya saja
penggunaan kata Pembebasan di TPA Tamangapa semestinya tidak digunakan karena
kata tersebut sudah diganti yaitu menggunakan kata Pengadaan sebagaimana yang
digunakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Kata Pembebasan  itu
sendiri digunakan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1975.
C. Mekanisme Pemberian Ganti rugi Pembebasan Tanah di TPA Tamangapa
Masalah ganti kerugian merupakan hal prinsip dalam setiap kegiatan
pengambilan tanah, baik melalui proses pencabutan hak, pembebasan hak dan
pengadaan tanah. Tidak boleh ada tindakan pengambilan tanah oleh Negara tanpa
memperhitungkan ganti rugi.
Pada prinsipnya tanpa adanya proses musyawarah antara pemegang hak atas
tanah dan pihak atau instansi pemerintah yang memerlukan tanah, pengadaan tanah
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bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum tidak akan pernah terjadi
atau terealisasi. Namun, dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah tidak ditemukan
pengertian dari musyawarah.
Adapun mekanisme pemberian ganti rugi terhadap tanah pemilik di TPA
Tamangapa yaitu :
1. Penilian tanah oleh lembaga Appraisal yang ditunjuk langsung oleh
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar
2. Setelah dilakukan penilian, pemilik tanah beserta Tim Pengadaan Tanah
(TPT) melakukan musyawarah.
3. Apabila masyarakat tidak setuju dengan ganti rugi yang ditetapkan maka
dilakukan lagi pendekatan-pendekatan atau sosialisasi mengenai tujuan dari
pembebasan lahan terhadap pemilik tanah. Jika pemilik tanah tetap tidak mau
melepaskan tanahnya maka  Tim Pengadaan Tanah (P2T) melakukan
penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri.
4. Jika pemilik tanah setuju dengan ganti rugi yang ditawarkan maka Tim
Pengadaan Tanah (P2T) membuat SK Penetapan harga. Kemudian Tim
Pengadaan Tanah (P2T) membuatkan daftar harga normatif ganti rugi tanah
bangunan dan tanaman pembebasan lahan untuk kepentingan umum.
5. Apabila pemilik tanah telah mengurus semua surat-surat tanah yang telah
ditentukan maka pemilik tanah dapat mengambil uang ganti ruginya di Bank
Pembangunan Daerah (BPD).
Jika musyawarah telah diadakan berkali-kali kesepakatan belum juga tercapai,
maka terhadap pemegang hak atas tanah tersebut akan dilakukan secara pendekatan
persuasif melalui tokoh masyarakat setempat. H. Sikki salah satu Tokoh Masyarakat
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Kelurahan Tamangapa yang ditunjuk oleh Pemerintah Kecamatan Manggala untuk
melakukan pendekatan persuasif kepada warga ikut memantau proses pembukaan
akses jalan. Penentuan besarnya ganti kerugian juga berdasarkan letak lahan yang
dimilik oleh pemilik lahan. Pemerintah kota Makassar membagi dalam tiga zona
untuk penentuan ganti rugi yaitu zona darat, zona pinggir jalan dan zona rawa-rawa.
Bahwa berdasarkan wawancara staf kelurahan Tamangapa mengatakan
musyawarah begitu alot karena dilakukan sampai 4 kali dalam jangka ±6 bulan, hal
ini terjadi karena perdebatan antara warga dan pihak instansi (Pemerintah Kota)
dalam penentuan besarnya ganti rugi.5 Panitia mengundang instansi pemerintah yang
memerlukan tanah  (Pemerintah Kota Makassar) dan pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan untuk melakukan musyawarah. Musyawarah dilangsungkan di tempat
yang telah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Dalam hal ini dipilih lokasi
yang mudah dijangkau oleh masyarakat pemegang hak yang bersangkutan.
Dalam penyuluhan telah dijelaskan mengenai hal-hal yang diperhatikan dalam
penelian ganti kerugian, yang meliputi :
a. Untuk tanah nilainya didasarkan pada nilai nyata dengan memperhatikan NJOP
tahun terakhir.
b. Faktor yang mempengaruhi harga tanah, yaitu lokasi dan letak tanah, status tanah,
peruntukan tanah, kesusaian pengguna tanah dengan rencana tata ruang atau
perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada, sarana dan prasana yang
telah tersedia, faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.
c. Nilai taksiran dan bangunan/tanaman.
Faktor-faktor tersebut diatas pada saat penulis melakukan penelitian  memiliki
arti yaitu :
a. Lokasi tanah : terletak di pinggir jalan, darat dan rawa-rawa
b. Jenis hak atas tanah : hak milik yang sudah bersertifikat atau yang belum
bersertifikat.
5Hardiah, Staf dan Bendahara Kelurahan Tamangapa, wawancara di Kantor Kelurahan
Tamangapa (8 Juni 2017).
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c. Model pengadaan tanah : Jual beli dan Pelepasan hak
d. Status penguasaan tanah : pemengang hak yang sah
Pemberian ganti kerugian atas objek pengadaan tanah diberikan langsung
kepada pihak yang berhak. Ganti kerugian diberikan kepada pihak yang berhak
berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah Pada saat pemberian
ganti kerugian pihak yang berhak menerima ganti kerugian yang wajib melalukan
pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan
tanah kepada instansi yang memerlukan tanah melalui lembaga pertanahan.
Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggungjawab atas
kebenaraan  dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan.
Tuntutan pihak lain atas objek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi
yang memerlukan tanah menjadi tanggungjawab pihak yang berhak menerima ganti
kerugian. Cara penilian ganti kerugian terhadap tanah adalah didasarkan pada nilai
nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP yang terakhir untuk tanah yang
bersangkutan. Menurut H. Sikki bahwa NJOP untuk tanah yang bersangkutan
ditetapkan oleh kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan setiap setahun sekali.
Adapun patokan NJOP menurut keterangan dari narusember berkisar Rp.230.000 ribu
Permeter sampai dengan 2 juta Permeter.6
Dari hasil penelitian diperoleh data mengenai adanya tahapan-tahapan dalam
pela:ksanaan pembebasan hak atas tanah untuk perluasaan TPA Tamangapa sebagai
berikut :
1. Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dalam penertiban
SP2PL diawali dengan surat permohonan dari Pemerintah Kota Makassar kepada
Gubernur tentang rencana perluasan TPA Tamangapa. SP2PL ini berisikan :
6 H.Sikki, Tokoh Masyarakat,  wawancara di Kantor Lurah  Tamangapa (12 Juni  2017).
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a. Maksud dan tujuan pembangunan
Perluasan TPA Tamangapa dimaksudkan untuk menghindari banyaknya
timbunan dampak negative.
b. Letak dan Lokasi Pembangunan
Lokasi Perluasan di area TPA Tamangapa, Kelurahan Tamangapa Kecamatan
Manggala.
c. Luas tanah yang dibutuhkan
Tanah yang dibutuhkan untuk Perluasan  TPA Tamangapa tersebut adalah ± 5
Ha.
d. Rencana penggunan tanah pada saat permohonan diajukan adalah untuk
pembangunan fasilitas umum berupa Perluasan TPA Tamangapa.
2. Persiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Proses Persiapan pelaksanaan pengadaan tanah dilaksanakan setalah Surat
Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2PL) diterbitkan oleh Walikota,
proses persiapan tersebut meliputi bebarapa kegiatan antara lain :
a. Pembentukan Tim Pengadaan Tanah (TPT)
b. Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah (P2T)
3. Pembentukan Lembaga/Tim Penilia Harga Tanah
4. Sosialisasi atau Diseminasi tentang manfaat, maksud dan tujuan perluasan TPA
Tamangapa
5. Pematokan Rute of Way (ROW)
6. Pengukuran dan Pembuatan peta bidang tanah
7. Invetarisasi Bangunan dan Tanamaan
8. Pengumuman hasil ukur tanah, inventarisasi bangunan dan inventarisasi tanaman
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9. Musyawarah tentang ganti rugi dalam pembebasan hak atas tanah untuk perluasan
Tempat pembuangan sampah.
Menurut Bapak Andi Ilham yang merupakan Kasi Pernecanan dan Pengadaan
Tanah, Dalam pelakasanaan pembebasan hak atas tanah untuk perluasan TPA
Tamangapa ini terdapat beberapa hambatan baik langsung maupun tidak langsung
(meskipun tidak terlalu signifikan) terhadap pembebasan hak atas tanah untuk
kepentingan umum. Hambatan-hambatan yang dimaksud berasal dari beberapa
faktor, antara lain :7
1. Faktor ekonomi
Keadaan sosial ekonomi dan para pemegang hak atas tanah, yang mana
sebagian besar dari mereka adalah masyarakat yang tingkat sosial ekonominya
menegah ke bawah (ekonomi lemah), maka dengan adanya pembebasan hak
atas tanah untuk perluasan TPA Tamangapa mereka menuntut pemberian
ganti rugi dengan nilai yang lebih tinggi dari yang telah ditawarkan oleh
Panitia Pengadaan Tanah.
2. Faktor pendidikan
Kurangnya pemahaman masyarakat akan maksud dari pembebasan hak atas
tanah untuk kepentingan umum, arti fungsi sosial hak atas tanah dan
kurangnya pemahaman para pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan
tujuan perluasan proyek tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penjelasan
dan penyuluhan dari Tim Pengadaan Tanah maupun Panitia Pengadaan
Tanah. Hal ini disebabkan rendahnya kualifikasi pendidikan yang dimiliki
oleh rata-rata pemegang hak atas tanah.
7Andi Ilham Kasi Perencanaan dan Pengadaan Tanah wawancara di Kantor Dinas Pertanahan
Walikota (8 Mei 2017).
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3. Faktor Pencarian pemegang Hak Atas Tanah
Hal ini disebabkan ada beberapa pemegang hak atas tanah yang sebelumnya
tidak diketahui siapa pemilik tanah tersebut. Karena rata-rata dari pemegang
hak atas tanah hanya berupa tanah kapling dan rawa-rawa bukan bangunan
dan ada dari mereka yang tinggal jauh dari tanahnya tersebut.
4. Pelaksana Tugas
Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007,
bahwa apabila telah dilakukan musyawarah lebih dari 120 hari dan proyek ini
tidak bisa dipindah ketempat lain, dan warga tidak sepakat tentang besarnya
ganti rugi maka uang ganti rugi akan dititipkan ke pengadilan (konsinyasi)
menuntut pemberian uang ganti rugi di atas harga yang telah disepakati oleh
pemegang hak atas tanah yang lain.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengadaan, Pengelolaan dan
Pemanfaatan Tanah,Dengan adanya hambatan-hambatan ini Panitia Pengadaan Tanah
maupun Tim Pengadaan Tanah tidak tinggal diam, mereka melakukan upaya untuk
mengatasinya. Upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan tersebut antara lain :8
a. Panitia Pengadaan Tanah terus melakukan pendekatan-pendekatan (lobby) dan
memberikan pemahaman akan pentingnya perluasaan TPA Tamangapa untuk
menghadirkan sistem pengelolaan sampah menjadi lebih baik yang didesain
dengan banyak fungsi.
8A.Lutfi Pandita,AP (43 Tahun), Kabid Pengadaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah,
wawancara pada 26 Mei 2017.
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b. Mempermudah proses pemberkasan dengan tetap berpedoman pada peraturan
pendaftaran tanah.
c. Mengoptimalkan kinerja untuk mensosialisasikan peraturan-peratutan yang
berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah untuk kepentingan umum
kepada warga pemegang hak atas tanah yang terkena proyek perluasan TPA
Tamangapa.
Adapun Analisis Perhitungan Nilai Tanah Sebagai Berikut :
Tabel 4
Analisis Perhitungan Nilai Tanah
Objek Alat Analisis
Tanah Penilaian menggunakan Pendekatan Data Pasar(Market Data Approach)
Ruang Atas Tanah dan
Ruang Bawah Tanah
Penilaian menggunakan Pendekatan Biaya (Cost
Approach)
Bangunan Penilaian menggunakan Pendekatan Biaya (DataApproach)
Benda yang Berkaitan
dengan Tanah
Penilian menggunakan Pendekatan Biaya (Data
Approach)
Tanaman Untuk tanaman komersial, dihitung dengan
menggunakan pendekatan pendapatan (income
approach) dan dengan metode arus kas terdiskonto
(discounted cash folw) untuk satu siklus. Untuk
tanaman nonkomersial dihitung dengan pendekatan
data pasar dengan menggunakan rujukan dari instansi
terkait
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Sumber Data: Dinas Pertanahan Kota Makassar
Kelancaran proses pembebasan tanah adalah kunci utama dari kelancaran
pembangunan infrasuktur. Agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan
perencanaan, tahapan dan jadwal yang telah dibuat, maka perlu manajemen proyek
yang baik, terukur dan terncana guna meminimalkan hambatan-hambatan dalam
prose pembebasan lahan. Penulis Belajar pada pengalaman di lapangan, ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pembebasan
hak atas tanah.
Pertama, meskipun ada keinginan untuk mempercepat proses perluasan TPA
Tamangapa, namun jangan sampai salah dalam prosedur administrasinya. Jika salah
maka konsultan bisa dinyatakan telah melanggar secara hukum dan tidak memenuhi
ketentuan. Meskipun penilai memiliki kemampuan namun kalau secara prosedur
salah maka pelaksanaannya tetap dinilai keliru. Oleh karena itu, antara jadwal
pembebasan dan jadwal proses penilian yang melibatkan konsultan atau penilai harus
sinkron.
Kerugian lain yang dapat
dinilai
1. Biaya Transaksi
a. Biaya Pemindahan dan Pengosongan
b. Biaya PPAT dan Pajak terkait
2. Kompensasi Masa Tunggu
a. Berdasarkan bunga bebas resiko, atau
bunga deposito bank pemerintah
3. Kerugian Sisa Tanah
a. Turunnya nilai tanah akibat pengambilan
sebagian bidang tanah
4. Kerusakan Fisik Lainnya
a. Misalnya bagian bangunan yang
terpotong akibat pengadaan tanah
5. Kerugian Pelepasan Hak
a. Kehilangan pekerjaan atau kehilangan
bisnis
b. Kerugian emosional (Solatium)
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Kedua, panitia dan pelaksana pembebasan tanah harus memiliki paradigma
yang sama mengenai ganti rugi itu apa. Untuk itu, instansi yang terkait seperti Dinas
Pertanahan harus melakukan pembinaan secara merinci. Tujuannya adalah agar
dalam proses pembebasan lahan ada kesepahaman dan paradigma yang sama,
sehingga akan memperlancar proses penilaian dan pemberian ganti rugi yang
menguntugkan masyarakat yang tanah atau bangunannya terkena proyek pembebasan
lahan untuk kepentingan umum.
Ketiga, diharapkan pihak yang terlibat dapat menuntaskan penerbitan peta
bidang sesuai dengan jadwal proses pembebasan tanah yang sudah dibuat.
Penuntasan peta bidang ini penting karena sering kali banyak tanah yang bermasalah
karena ada dalam sengketa. Perlu dipahami bahwa konsultan atau penilai baru bisa
bekerja melakukan penilian, apabila peta bidang sudah pasti dan siap.
Adakalnya, proses pengukuran dan penuntasan peta bidang tidak bisa cepat,
karena terkendala biaya atau anggaran. Oleh sebab itu, sistem dan prosedur harus
diperbaiki untuk menerbitkan peta bidang yang lebih akurat dan cepat dengan ukuran
anggaran yang pasti. Dengan demikian, konsultan atau penilai dapat bekerja sesuai
dengan jadwal dan batas yang diberikan.
Keempat, para pihak terkait pembebasan tanah harus memahami isi peraturan
serta petunjuk teknis yang ada sebagai ketentuan yang terintegrasi dan utuh.
Bagaimana para pelaksana di lapangan memahami pembebasan tanah ini dengan baik
dan sudut pandang yang sama, yakni untuk kepentingan umum. Sering kali beberapa
instansi yang terlibat melihatnya secara lain dengan sudut pandang yang berbeda-
beda, bahkan bertolak belakang.
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Dalam hal pembebasan perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
Tamangapa proses musyawarah ganti kerugian yang dilakukan oleh pemerintah kota
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012, dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan bahwa
musyawarah pemberian ganti kerugian dilakukan selama 120 hari. Namun
kenyataannya proses yang terjadi di TPA Tamangapa dilakuakan selama 220 hari.






Berdasarkan hasil penelitan yang penulis lakukan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Dasar hukum Pembebasan Lahan untuk kepentingan umum yaitu :
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria.
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak
Atas Tanah dan Benda-Benda yang di Atasnya
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada
di Atasnya
d. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang
Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah
f. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
g. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
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h. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
i. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan pembebasan tanah di TPA
Tamangapa yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah
bagi pembangunan untuk kepentingan umum hal ini sudah sesuai. Hanya saja
penggunaan kata Pembebasan di TPA Tamangapa semestinya tidak digunakan karena
kata tersebut sudah diganti yaitu menggunakan kata Pengadaan sebagaimana yang
digunakan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Kata Pembebasan  itu
sendiri digunakan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1975.
2. Adapun mekanisme pemberian ganti rugi terhadap tanah pemilik di TPA
Tamangapa yaitu :
a. Penilian tanah oleh lembaga Appraisal yang ditunjuk langsung oleh
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar
b. Setelah dilakukan penilian, pemilik tanah beserta Tim Pengadaan Tanah
(TPT) melakukan musyawarah.
c. Apabila masyarakat tidak setuju dengan ganti rugi yang ditetapkan maka
dilakukan lagi pendekatan-pendekatan atau sosialisasi mengenai tujuan
dari pembebasan lahan terhadap pemilik tanah. Jika pemilik tanah tetap
tidak mau melepaskan tanahnya maka  Tim Pengadaan Tanah (P2T)
melakukan penitipan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri.
72
d. Jika pemilik tanah setuju dengan ganti rugi yang ditawarkan maka Tim
Pengadaan Tanah (P2T) membuat SK Penetapan harga. Kemudian Tim
Pengadaan Tanah (P2T) membuatkan daftar harga normatif ganti rugi
tanah bangunan dan tanaman pembebasan lahan untuk kepentingan
umum.
e. Apabila pemilik tanah telah mengurus semua surat-surat tanah yang telah
ditentukan maka pemilik tanah dapat mengambil uang ganti ruginya di
Bank Pembangunan Daerah (BPD).
B. Saran
1. Pemerintah atau instansi yang berkepentingan untuk melaksanakan
kegiatan pembebasan tanah selalu berpedoman dan mentaati Peraturan
Perundang-Undangan.
2. Sebaiknya pada tahap musyawarah dalam penentuan besarnya ganti
kerugian yang akan diberikan kepada pemegang hak atas tanah mengacu
kepada nilai jual objek pajak dan harga pasaran tanah setempat. Hal ini
dilakukan untuk menghindari adanya unsur paksaan dari pihak manapun.
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